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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 42}; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah 
perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas 
Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten 
Wonogiri; 

b. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau 
kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Wonogiri tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan; 

kebijakan pelaksanaan rangka dalam a. bahwa 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI WONOGIRI, 

TENT ANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 
NOMOR 121 TAHUN 2021 

BUPATI WONOGIRI 
PROVINS! JAW A TENG AH 

Mengingat 

Menimbang 
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5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Peruridang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undarig-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor l 14)sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerinah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instasi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. 
6. Dinas Pertanian Dan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 

Pertanian Dan Pangan Kabupaten Wonogiri. 
7. Kepala Dinas adalah Kepal Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten 

Wonogiri. 
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten 

Wonogiri. 
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

10.Jabatan Fungsional adalah sekelompokjabatan yang berisi fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan terten tu. 

11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang 
dibutuhkan oleh Dinas/Badan Daerah untuk melaksanakan tugas 
fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya. 

12.Sub Koordinator adalah ASN yang diberikan tugas untuk membantu 
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit 
kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Dinas. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN 
PETERNAKAN. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 
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Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
melaksanakan fungsi : 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 3 
Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. 

Bagian Kedua 
Tu gas 

Pasal2 
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan 

perikanan dan bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah. 
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

13.Pelaksana Senior adalah ASN yang memenuhi persyaratan dari sisi 
administrasi kepegawaian dan mempunyai kompetensi untuk ditunjuk oleh 
Kepala Dinas untuk diberikan tugas membantu Sekretaris/Koordinator pada 
unit kerjanya dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan lingkup 
tugas dan fungsinya. 

14. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang 
mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, 
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

15.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen 
ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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Pasal6 
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai 
tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan 
bidang peternakan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah, yang meliputi : 
a. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas; 
b. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 

kelautan dan perikanan dan bidang peternakan; 
c. merumuskan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pembinaan di 

bidang kelau tan dan perikanan dan bidang peternakan; 

Bagian Ked ua 
Kepala Dinas 

Pasal 5 
(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kelautan dan Perikanan; 
d. Bidang Peternakan; 
e. Bidang Veteriner; dan 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah. 

(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesatu 
Urn um 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan dan bidang peternakan; 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan 
dan bidang peternakan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan; 

e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan 
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 
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Pasal 7 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan 

unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat 

d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai 
dengan bidang tugas; 

e. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada 
bawahan; 

f. menerapkan standar pelayanan; 
g. menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan 

bidang tugas; 
h. menyelenggarakan koordinasi intern maupun dengan unit kerja lain dalam 

pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 
i. menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, 

evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; 
J. mengarahkan pelaksanaan kegiatan dengan memantau dan memotivasi 

pelaksanaan kegiatan pada seluruh bidang agar tercapai keselarasan dan 
keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan Dinas; 

k. menyelenggarakan pengembangan kerjasama dengan pihak lain sesuai 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan upaya di 
bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan; 

1. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana 
strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaran Pemerintah 
Desa (LPPD) dan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(EKPPD) Dinas; 

m. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 
bawahan; 

n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 
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Pasal 8 
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, mempunyai tugas 
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan 
kepegawaian dilingkungan Dinas, yang meliputi: 
a. menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan 

rencana kerja Dinas; 
b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas; 
c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran Dinas; 
d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai 
dengan bidang tugas; 

e. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada 
bawahan; 

f. menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya; 
g. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, 
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan 
dokumentasi di Dinas; 

h. rnelaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan 
tata laksana di Dinas; 

1. melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- 
undangan di Dinas; 

J. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset di Dinas; 
k. melaksanakan pengoordinasian pelayanan pengadaan barang/jasa di dinas; 
1. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah {SPIP) di Dinas; 
m. melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan rencana 

strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah {LKjIP), Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban {LKPj), Laporan Penyelenggaran Pemerintah 
Desa {LPPD) dan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(EKPPD) Dinas; 

n. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, 
perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, 
penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, 
pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan dinas; 

o. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 
bawahan; 

p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 
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Pasal 11 
( 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 
mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan 
pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan serta pelayanan pengadaan 
barang/jasa di lingkungan Dinas. 

( 1) Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-rnasing 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 10 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat 
Dinas melaksanakan fungsi : 
a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, 

anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; 
b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, 
hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di 
lingkungan Dinas; 

c. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di 
lingkungan Dinas; 

d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di 
lingkungan Dinas; 

e. pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/ jasa 
di lingkungan Dinas; 

f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
dilingkungan Dinas;dan 

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 
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sebagai atasan r. 

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan 

Keuangan; 
b. menyusun data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 

teknis Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; 
c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 

d. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan; 

e. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi sebagai bahan 
penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja 
Dinas; 

f. mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas; 
g. mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen 

pelaksanaan anggaran; 
h. menyiapkan bahan untuk menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Dinas; 
i. menyiapkan bahan untuk menyusun laporan kinerja Dinas; 
J. melakukan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas; 
k. melakukan koordinasi dengan masing-rnasing bidang dalam rangka 

proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan 
Dinas; 

1. melakukan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Dinas; 
m. melakukan koordinasi pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan 

Din as; 
n. menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, 

rencana kerja, Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjIP), Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Laporan Penyelenggaran 
Pemerintah Desa (LPPD) dan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (EKPPD) Dinas; 

o. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi 
kerja bawahan; 

p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

q. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 
melaporkan pelaksanaan tu gas kepada 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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Pasal 13 
(1) Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

( 1) huruf c, merupakan unsur pelaksana di bidang kelautan dan perikanan, 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Keempat 
Bidang Kelautan dan Perikanan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
sebagai atasan kepada tu gas pelaksanaan p. melaporkan 

Pasal 12 
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara 
terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan 
kepegawaian 

(2) Togas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 
b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas 
sesuai dengan bidang tugas; 

c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan 
kepada bawahan; 

d. mengelola administrasi surat-menyurat/ketatausahaan; 
e. mengelola administrasi kepegawaian di lingkup Dinas; 
f. melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, peralatan dan 

perlengkapan kantor, hubungan masyarakat dan protokol; 
g. melakukan penatausahaan dan pengelolaan aset milik daerah di lingkup 

Dinas; 
h. melakukan fasilitasi kerjasama antar bidang di lingkup Dinas; 
1. melakukan pengelolaan dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan; 
J. melakukan administrasi penataan organisasi dan tata laksana di Dinas; 
k. melakukan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang­ 

undangan di Dinas; 
1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
m. melakukan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 

bawahan; 
n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
o. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 

atasan; 
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Pasal 15 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang 
Kelautan dan Perikanan melaksanakan fungsi: 
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang perikanan 

tangkap dan perikanan budidaya; 

Pasal 14 
Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan 
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 
ditugaskan kepada Daerah bidang kelautan dan perikanan, yang meliputi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan 

berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai 
dengan bidang tugas; 

c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada 
bawahan; 

d. menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya; 
e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis Bidang Kelautan dan Perikanan; 
f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang 

Kelautan dan Perikanan; 
g. melaksanakan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 

Bidang Kelautan dan Perikanan; 
h. melakukan penyiapan bahan perumusan pengelolaan dan penyelenggaraan 

produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; 
1. melakukan penyiapan bahan perumusan mengenai pemberdayaan nelayan 

kecil dalam daerah, penerbitan izin usaha di bidang pembudidayaan ikan 
yang usahanya dalam 1 ( satu ) daerah dan pemberdayaan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, serta pemasaran basil perikanan; 

J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 
kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

k. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 
bawahan; 

1. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 

n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 

(2) Bidang Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang. 
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Pasal 18 
Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah bidang petemakan, yang meliputi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Peternakan berdasarkan 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Oinas sesuai 
dengan bidang tugas; 

c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada 
bawahan; 

d. menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya; 
e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis Bidang Petemakan; 

Pasal 17 
(1) Bidang Petemakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, 

merupakan unsur pelaksana di bidang petemakan, berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bagian Kelima 
Bidang Petemakan 

Pasal 16 
(1) Susunan Organisasi Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud 

Pasal 13 terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) 
Sub Koordinator. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. Sub Koordinator Produksi dan Pengembangan; 
b. Sub Koordinator Usaha Tani dan Penguatan Daya Saing Produk. 

(3) Sub Koordinator dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas melalui Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan. 

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 
bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya;; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal 20 
(1) Susunan Organisasi Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud Pasal 17 

terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari 2 (dua) sub 
koordinator. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : 
a. Sub Koordinator Produksi dan Pengembangan Ternak; 
b. Sub Koordinator Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak. 

(3) Sub Koordinator dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas melalui Kepala Bidang Peternakan. 

Pasal 19 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang 
Petemakan melaksanakan fungsi : 
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang peternakan; 
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 

petemakan; 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

bidang peternakan; 
d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 

bidang peternakan; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang 
Petemakan; 

g. melaksanakan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 
Bidang Peternakan; 

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 
kegiatan Bidang Peternakan; 

i. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 
bawahan; 

J. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 
atasan; 

1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas. 
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Pasal 23 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang 
Veteriner melaksanakan fungsi: 
a. pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang kesehatan 

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

Pasal 22 
Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai tugas 
melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan 
kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 
Daerah bidang veteriner, yang meliputi: 
a. menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Veteriner berdasarkan 

Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas; 
b. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai 
dengan bidang tugas; 

c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas pekerjaan kepada 
bawahan; 

d. menerapkan standar pelayanan sesuai bidang tugasnya; 
e. merumuskan penyusunan kebijakan teknis Bidang Veteriner; 
f. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan; 
g. melaksanakan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 

Bidang Veteriner; 
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

kegiatan Bidang Veteriner; 
i. melaksanakan pembinaan dan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja 

bawahan; 
J. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan perintah 

atasan; 
1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas. 

Pasal 21 
(1) Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, 

merupakan unsur pelaksana di bidang veteriner, berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Veteriner dipimpin oleh Kepala Bidang. 

Bagian Keenam 
Bidang Veteriner 
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Pasal 27 
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan 
kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional 
masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungional 

1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang 
tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD. 

2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 26 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 

Bagian Ketuj uh 

Pasal 25 
Togas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 
ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 24 
(1) Susunan Organisasi Bidang Veteriner sebagaimana dimaksud Pasal 21 terdiri 

dari Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari dua sub koordinator. 
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Pelayanan; 
b. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner. 

(3) Sub Koordinator dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala 
Dinas melalui Kepala Bidang Veteriner. 

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis 
bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas 
dan fungsinya. 
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Pasal 32 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan sistem 
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-rnasing untuk mewujudkan 
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

Pasal 31 
Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan 
Dinas masing-rnasing maupun antar perangkat daerah serta instansi pemerintah 
baik daerah maupun pusat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing­ 
masmg. 

Pasal30 
Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian 
tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas. 

Pasal 29 
Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan 
urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan bidang peternakan 
secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

BAB IV 
TATA KERJA 

Pasal 28 
(1) Kelompok Jabatan Fungsiona1 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 

terbagi dalam kelompk sesuai dengan bidang keahliannya. 
(2) Jumlah Jabatan fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), ditentukan 

berdasarkan kebutuhan clan beban kerja. 
(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan 

terhadap Jabatan Fungsiona1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan 
Fungsional masing-rnasing. 

(4) Untuk memenuhi kebutuhanjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan 
clan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 38 
(1) Pada unit kerja fungsional yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk 

pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 
(2) Sub Koordinator sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan 

yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk. 
(3) Togas Sub Koordinator adalah membantu Kepala Bidang dalam menyusun 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya. 

(4) Pejabat Administrator sekaligus melaksanakan tugas sebagai koordinator 
pada unit kerjanya masing-masing. 

Pasal 37 
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan 
kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan kerja. 

Pasal 36 
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, 
diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Pasal 35 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus mengikuti dan 
mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 34 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan 
tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 33 
Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin 
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
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Pasal42 
(1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan 

tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi. 
(2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim. 
(3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada Pimpinan Unit 

Kerja secara berkala. 
(4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan 

kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja. 
(5) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik 
kinerja. 

Pasal 41 
( 1) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator 

dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi dapat 
dibantu oleh pelaksana. 

(2) Kepala Dinas dapat secara langsung mendayagunakan Pejabat Fungsional 
dimaksud diluar tugas tambahannya. 

(3) Penugasan Pejabat Fungsional sebagaimana di maksud pada ayat (2) berasal 
dari berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau diluar 
Dinas, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. 

BAB VI 
PENGELOLAAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL 

Pasal 40 
Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Administrasi serta 
Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang mengatur kepegawaian. 

Pasal 39 
(1) Selain Jabatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, 

dan Jabatan Fungsional pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana. 
(2) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagairnana 

dimaksud pada ayat ( 1) di ten tukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis 
beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan dan bidang petemakan yang menjadi kewenangan 
Daerah. 

BABV 
KEPEGAWAIAN 
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Pasal 47 
Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 di atas meliputi : 
a. sinkronisasi data; 
b. sinkronisasi sasaran dan program; 
c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. 

Pasal 46 
Sub koordinator mendapatkan tambahan penghasilan yang setara Pejabat 
Pengawas. 

Pasal 45 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala Dinas mengusulkan 

Pejabat Fungsional atau Pelaksana Senior yang memenuhi persyaratan sesuai 
peraturan perundang-undangan kepada PyB yang selanjutnya diusulkan 
kepada PPK untuk ditetapkan. 

(2) Pengusulan Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan apabila belum tersedia Jabatan Fungsional 
yang sesuai. 

Pasal 44 
(1) Untuk kebutuhan dan/atau kepentingan organisasi, Kepala Dinas dapat 

mengusulkan perubahan penunjukan Sub Koordinator dalam internal Dinas 
kepada PyB yang selanjutnya diusulkan kepada PPK untuk ditetapkan. 

(2) Pengusulan perubahan penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dilakukan dengan ketentuan dalam satu jenis Jabatan 
Fungsional yang sama atau Jabatan Fungsional lain yang memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. 

(3) Sekretaris Daerah selaku PyB dapat mengusulkan Sub Koordinator lintas 
Perangkat Daerah kepada PPK dengan ketentuan dalam satu jenis Jabatan 
Fungsional yang sama atau Jabatan Fungsional lain yang memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan serta memperhatikan 
analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah. 

Pasal 43 
(1) Penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB. 
(2) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat 

Keputusan Bupati. 
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PasalSO 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 49 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku: 
1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, 

Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri 
(Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 66 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 
58 Tahun 2016 ten tang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2019 Nomor 66), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan Peraturan Bupati ini; 

2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri 
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 78), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku; 

3. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 26 Tahun 2017 ten tang Uraian Tugas 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan 
Pengawas Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Wonogiri 
(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 26), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal48 
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, pejabat yang telah ada sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 
dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 
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BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 123 

SEKRETARIS DAERAH 
UPATEN WONOGIRI 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 27 Desember 2021 

Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 27 Desember 2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 
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I. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 

a. Sub Koordinator Produksi dan Pengembangan mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
administrasi Dinas bidang produksi dan pengembangan yang 
meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan produksi perikanan 
budidaya dan perikanan tangkap, meliputi: 
1. menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang produksi dan 

pengembangan berdasarkan rencana program dan kegiatan 
Bidang Kelautan dan Perikanan; 

2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang produksi dan pengembangan yang 
meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan produksi perikanan 
budidaya dan perikanan tangkap; 

3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 
kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalam tim; 

5. melaksanakan inventarisasi, identifikasi, menyiapkan 
rancangan skala prioritas pembangunan, pengembangan, 
rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan budidaya dan 
perikanan tangkap serta menyediakan data sistem informasi 
kelautan dan perikanan; 

6. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, 
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan 
umum, bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas 
kelem bagaan dan sdm bidang kelau tan dan perikanan serta 
melaksanakan dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi 
budidaya penangkapan ikan; 

7. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan zonasi 
lahan perairan untuk kepentingan perikanan, melaksanakan 
pemantauan dan pemeriksaan higienitas serta sanitasi 
lingkungan usaha pembudidayaan ikan; 

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 
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b. Sub Koordinator Usaha Tani dan Penguatan Daya Saing Produk, 
mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
adrninistrasi Dinas bidang usaha tani dan penguatan daya saing 
produk yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalarn Daerah, 
penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usabanya dalarn 
1 (satu) Daerab, dan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan 
ikan serta pemasaran basil perikanan, rneliputi: 
1. menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang usaba tani dan 

penguatan daya saing produk berdasarkan rencana program dan 
kegiatan Bidang Kelautan dan Perikanan; 

2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang usaha tani dan penguatan daya saing 
produk yang meliputi pemberdayaan nelayan kecil dalam 
daerah, penerbitan iup di bidang pembudidayaan ikan yang 
usabanya dalam 1 (satu) daerab, dan pemberdayaan usaha 
kecil pem budidayaan ikan serta pemasaran basil perikanan; 

3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program 
kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalam tim; 

5. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan 
kegiatan peningkatan produksi dan penguatan daya saing 
produk; 

8. memberikan petunjuk pelaksanaan teknis standarisasi, 
akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu basil perikanan, 
melaksanakan kegiatan fasilitasi penelitian dan 
pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan 
komponen atau instansi teknis terkait serta menyusun 
petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, 
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penangkapan ikan 
di perairan umum; 

9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait bidang produksi dan 
pengembangan; 

10. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan 
perintab atasan; 

12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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II. BIDANG PETERNAKAN 
a. Sub Koordinator Produksi dan Pengembangan Ternak mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
administrasi Dinas bidang produksi dan pengembangan ternak yang 
meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian; pengelolaan 
SDG hewan; pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak 
dan tanaman pakan ternak serta pakan; pengawasan obat hewan di 
tingkat pengecer; pengendalian penyediaan dan peredaran 
benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; dan penyediaan 
benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, meliputi 
1. menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang produksi dan 

pengembangan ternak berdasarkan rencana program dan kegiatan 
Bidang Petemakan; 

2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang produksi dan pengembangan ternak 
yang meliputi pengawasan penggunaan sarana pertanian; 
pengelolaan sdg hewan; pengawasan mutu dan peredaran 
benih/ bibit ternak dan tanaman pakan temak serta pakan; 
pengawasan obat hewan di tingkat pengecer; pengendalian 
penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan 
pakan temak; dan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan 
pakan ternak; 

3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalam tim; 

6. menyiapkan konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis pembinaan dan kegiatan peningkatan produksi dan 
daya saing produk; 

7. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait bidang usaha tani dan penguatan 
daya saing produk; 

8. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

9. melakukan tugas lain sesuai bi dang tugasnya berdasarkan 
perintah atasan; 

10. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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b. Sub Koordinator Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 
kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, 
serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang prasarana pertanian, 
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan 
perizinan usaha pertanian yang meliputi pengembangan prasarana 
pertanian; pengelolaan wilayah sumber bibit temak dan 
rumpun/galur ternak; pengembangan lahan penggembalaan umum; 
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; penerbitan 
izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan; fasilitas 
pemeliharaan hewan; dan penerbitan izin usaha pengecer (toko, 
retail, sub distributor) obat hewan, meliputi : 
1. menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang usaha tani dan 

pengolahan hasil ternak berdasarkan rencana program dan 
kegiatan Bidang Petemakan; 

2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang usaha tani dan pengolahan hasil ternak 
yang meliputi pengembangan prasarana pertanian; 
pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur 
ternak; pengembangan lahan penggembalaan umum; 
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 
penerbitan izin usaha produksi benih/bibit temak dan pakan; 

5. melakukan inventarisasi wilayah/ daerah pengembangan 
sumber bibit temak dan hijauan makanan temak, bahan baku 
pakan dan rencana penyebaran ternak; 

6. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan budidaya dan 
pembibitan temak. 

7. melaksanakan pengembangan hijauan pakan ternak (hpt), 
pembuatan pakan dan pemanfaatan limbah pertanian serta 
penyebaran dan pengembangan ternak; 

8. melaksanakan analisa potensi sumber-sumber ketersediaan 
bibit temak dan hijauan pakan ternak (hpt), bahan baku dan 
lokasi penyebaran ternak: 

9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait bidang produksi dan 
pengembangan ternak; 

10. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan 
perintah atasan; 

12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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III. BIDANG VETERINER 
a. Sub Koordinator Kesehatan Hewan dan Pelayanan, mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
administrasi Dinas bidang kesehatan hewan dan pelayanan yang 
meliputi penjaminan kesehatan hewan, penetapan status dan 
situasi penyakit hewan menular, penetapan road map pembebasan 
penyakit hewan menular, penetapan surveilans/investigasi 
penyakit, pencegahan dan pemberantasan, pembebasan penyakit, 
penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan, 
pembatasan pemasukan dan pengeluaran hewan/ produk hewan 
pada saat terjadi wabah penyakit hewan, pengawasan 
pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan dari/ke Daerah, 

fasilitas pemeliharaan hewan; dan penerbitan izin usaha 
pengecer (toko, retail, sub distributor} obat hewan; 

3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalam tim; 

5. melakukan pembinaan usaha pengolahan hasil temak, 
pemberdayaan sumber daya peternakan, pengelolaan 
pembiayaan usaha petemakan dan kelembagaan pengolahan 
hasil temak; 

6. melakukan pem binaan dan fasilitasi pengolahan dan 
pemasaran hasil petemakan, pengembangan mutu dan 
standarisasi hasil peternakan; 

7. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan 
kemitraan usaha peternakan, penyelenggaraan perijinan 
bi dang peternakan; 

8. melakukan pemantauan harga pasar dan agribisnis 
petemakan, pembinaan dan penyebarluasan informasi dan 
promosi komoditas unggulan hasil petemakan; 

9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait terkait bidang usaha tani dan 
pengolahan hasil temak; 

10. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan 
perintah atasan; 

12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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penyediaan, pengelolaan dan pembinaan laboratorium 
diagnostik/pengujian kesehatan dan keamanan produk 
hewan/penelitian dan pengembangan di Daerah, penyediaan, 
pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa medik veteriner, 
pembinaan dan bimbingan unit usaha bebas zoonosis, serta 
pengendalian dan penanggulangan bencana petemakan, meliputi: 
1. menyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang kesehatan 

hewan dan pelayanan berdasarkan rencana program dan kegiatan 
Bidang Veteriner; 

2. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang kesehatan hewan dan pelayanan yang 
meliputi penjaminan kesehatan hewan, penetapan status dan 
situasi penyakit hewan menular, penetapan road map 
pembebasan penyakit hewan menular, penetapan 
surveilans/investigasi penyakit, pencegahan dan 
pemberantasan, pembebasan penyakit, penutupan dan 
pembukaan daerah wabah penyakit hewan, pembatasan 
pemasukan dan pengeluaran hewan/ produk hewan pada saat 
terjadi wabah penyakit hewan, pengawasan 
pemasukan/pengeluaran hewan dan produk hewan dari/ke 
daerah, penyediaan, pengelolaan dan pembinaan laboratorium 
diagnostik/pengujian kesehatan dan keamanan produk 
hewan/penelitian dan pengembangan di daerah, penyediaan, 
pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa medik veteriner, 
pembinaan dan bimbingan unit usaha bebas zoonosis, serta 
pengendalian dan penanggulangan bencana petemakan; 

3. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalam tim; 

5. menetapkan status dan situasi penyakit hewan menular, 
penetapan road map pembebasan penyakit hewan menular; 

6. melaksanakan kegiatan surveilans/investigasi penyakit, 
pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pembebasan 
penyakit; 

7. melaksanakan penutupan dan pembukaan daerah wabah 
penyakit hewan, pembatasan pemasukan dan pengeluaran 
hewan/ produk hewan pada saat terjadi wabah penyakit 
hewan, pengawasan pemasukan/pengeluaran hewan dan 
produk hewan dari/ke daerah; 

8. melakukan pengelolaan dan pembinaan pelayanan jasa medik 
veteriner; 
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b. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan 
administrasi Dinas bidang kesehatan masyarakat veteriner yang 
meliputi penjarninan pelayanan kesehatan rnasyarakat veteriner, 
pengawasan pernasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan 
Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), pengelolaan laboratoriurn 
kesehatan rnasyarakat veteriner sangat sederhana, penerapan dan 
pengawasaan persyaratan teknis kesehataan rnasyarakat veteriner, 
penerapan dan pengawasaan persyaratan teknis kesejahteraan 
hewan, meliputi: 
1. rnenyusun rencana kerja kegiatan terkait bidang kesehatan 

masyarakat veteriner berdasarkan rencana program dan kegiatan 
Bidang Veteriner; 

2. rnelakukan penyiapan bahan perurnusan kebijakan teknis 
kegiatan terkait bidang kesehatan masyarakat veteriner yang 
meliputi penjarninan pelayanan kesehatan masyarakat 
veteriner, pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan 
dan produk hewan arnan, sehat, utuh dan halal (asuh), 
pengelolaan laboratorium kesehatan rnasyarakat veteriner 
sangat sederhana, penerapan dan pengawasaan persyaratan 
teknis kesehataan masyarakat veteriner, penerapan dan 
pengawasaan persyaratan teknis kesejahteraan hewan; 

3. mernpelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, 
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 
program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas; 

4. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas 
pekerjaan dalarn tim; 

5. membimbing dan memantau serta pengawasan pengujian 
bahan asal hewan dan basil bahan asal hewan, pengawasan 
lalu lintas bahan asal hewan dan basil bahan asal hewan , 
bahan asal hewan non pangan termasuk ekspor / impor; 

9. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait bidang kesehatan hewan dan 
pelayanan; 

10. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

11. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan 
perintah atasan; 

12. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
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pengawasan dan pengendalian penyakit zoonosa yang 
ditularkan melalui bahan asal hewan dan hasil bahan asal 
hew an; 

8. membimbing dan memantau serta pengawasan/pengujian 
daging, susu telur dan ikan, pengawasan pemotongan hewan 
potong dan unggas serta hasil iku tannya; 

9. melakukan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, 
fasilitas pemeliharaan hewan, penertiban izin usaha pengecer 
(toko, retail, sub distributor) obat hewan; 

10. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
program dan kegiatan terkait bidang kesehatan masyarakat 
veteriner; 

11. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

12. melakukan tugas lain sesuai bidang tugasnya berdasarkan 
perintah atasan; 

13. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

kegiatan 7. 

6. membimbing dan memantau pelaksanaan kegiatan 
pengawasan kesehatan lingkungan terutama tempat 
pemotongan, perusahaan hewan ternak dan perusahaan 
unggas; 
membimbing dan memantau pelaksanaan 


